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PUTUSAN
Nomor : 0635/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

R :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata
dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan Cerai Talak yang diajukan
oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko,
tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Penggugat";
MELAWAN
TERGUGAT ASLI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Persewaan
Perlengkapan Pernikahan, bertempat tinggal di KABUPATEN
MADIUN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :
Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah
didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten  Madiun tanggal 15 Mei 2018 dengan Nomor
0635/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-

hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan Penggugat ;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu
dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebagaiman tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/08/V1/2013 tanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sidomulyo selama
kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubunga suami istri (ba'da dukhul)dan sudah dikaruniai anak laki-laki, umur 4
tahun (Madiun 15 Januari 2014) ikut Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
harmoni, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis, seering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan antara lain :
a. masalah himpitan ekonomi, dimana Tergugat bekerja tetapi tidak
jujur masalah keuangan dengan Penggugat yang menyebabkan

perselisihan dan timbul kecurigaan;
b.  Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan sering

marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018, yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sehingga menyebabkan perpisahan
antara Penggugat dan Tergugat hingga kini selama 5 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa, selama pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat masih
ada hubungan komunikasi, namun jarang karena hanya membahas masalah
anak;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk rukun dan membina rumah
tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, atas kejadian-kejadian tersebut diatas Penggugat merasa keadaan

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan
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perkawinan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah
jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mampu membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan menerima,
memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan,
Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian
diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan
niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga
bersama Tergugat , demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat

dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih
lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk
mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat
menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah
tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Gugatan

Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
0635/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr.
Sugeng, M.Hum. , sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. dan

Drs. H. Munirul lThwan, M.H.l. sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana
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dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri
oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hary Marsono, S.H., sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.L.
Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya proses :Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan :Rp. 480.000,
- Redaksi . Rp. 5.000,-
- Meterai . Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 571.000,
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